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KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang : a. Bahwa untukn Mengelola Manajemen BMN dan Pengadaan

e

Mengingat S

memiliki Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib
administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan
pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik
Negara;

bahwa untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan
pengendalian Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu
untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian
Barang Milik Negara; .

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu
tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian
Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas Hulu:

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06 /2021
tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Keuangan; '

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik



dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

KEDUA :  Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai
tugas sebagai berikut:

a.

b.

melakukan pemantauan insidentil dan permintaan
penertiban atas pelaksanaan Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan
pemeliharaan BMN;

memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola
Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan
Pemindahtanganan BMN;

- menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan

oleh APIP K/ L atau Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

- menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan

dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola
Barang;

menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN
pada Pengguna Barang;

melakukan  pembinaan, monitoring, dan  evaluasi
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada
Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang
Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I; dan

melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan
pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA :  Masa tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik
Negara ditetapkan sampai dengan periode pelaporan tahun
2025 dan dapat diperpanjang.
KEEMPAT :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
ﬁ dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025

KELIMA - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapuas Hulu
pada tanggal 30 Juni 2025

PIt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,
Ttd.

HAIRULLAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya




